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BUPATI PATI

PERATLG.AN EUPATI PATI

NO]\{OR 16 TAHLN 2ss5

TENTANG

RENCAHA KERJA FEMEruWT,{H }AERAH (RKPD}

KABLTFATEN PATI TA}iLiId 2006

tsLIPATtr FATI,

: a. bainna elalam rangka pelaksanaan undang-uadang Nomor 1? Tsbun

2s03 ientang Keuangan Negar4 undang-Lrndang Nomor ?! Tatrun zCIs,{

te,ntang Sistern Perencanaan Pembangunan Nssion;rl L!:dang-t-indang

Namor 32 Tahtin ?S04 tentang Pemerintahan ilaerah d.an $grat E{ar.an

Eersama {sEE} fu{enteri T'{egara pereneanaan Fernbangixran

hiasional,{i.epala B,A.PPENAS dan h4enteri Daiam Negeri Namcr

{i295'+.{.PFNlll2005 dan s50/i66lsJ teirrang petunji:k Tsknis

Pen3'*lenggaraan &.{usrenba:ig ?ix}s, mengeffisnatkac p*rlunya

msn)'nlsurl Rsrrcana Keija Pemeriiitah saerah {RKFI}} Tshun 2s06;

h. bahwa be-rdasr.rkan pertimhanga* sabagairuana eiimaksud dalam hunif'a.

mak* perlu ditet*pkan dengan Feraturan Bup*ti Fati;

1. uxdang*Llnda:rg N*mor tr3 Tahun lgs* tc:ltang Fembentukan Daerafu-

Daere.h Kabupat*n llalar* Lingkungan provinsi Jawa Tengah;

2. Unrfung-Lindang Nom*r 1? Tahun ?{i{}3 tentang Kcuangan htgara;

?" L.tndang-undang Ncmor tr Tshun z{}t)4 tentang Ferbendahar&an Negara;

3" Undang-Llndeng N*mc,r 10 Tahun 2tlt]4 tentang Parnbcntukan Peratursn

Perundang-undengan;

4. Lindang-Llndang N*mor 15 Tahun zil*4 tentang FemE:rilisaan

Pcngelclaa* dan P*rfanggungiavraban Keuangan Negara;

5. undang-{"Jndang l{omar 25 Tahun z0*4 tentang sistem per.encanaan

Pembangunasr Nasional { SPFN};

6. undang-undang Nom*r 32 Tahun 20fi4 tentang pemorintahan Dasra?u



7. undangundang Ncmor 33 Tahun 2004 tsntang porimbangan Kcuangan
antara Femerintah pusat dan Femerintair*n Daerah;

8. Ferahran Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 fentang Dana
Ferimbangan;

L F*ratiran Pefterintah Nomor 103 tahun 200s iantang pengelolaan dan

Perfanggungiawaban Keuangan Daerah;

ls" Peraturan Pereerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengeroraan dan

Ferfanggungiawa-b*n Keuangan Daerah, Pelalisanaea Deko&sentrasi dan
Tugas F*mba*tuan.

11" Peratriran Fenterintah Nomor iOg rahiin ?00* tentang Tata cara
Pcrfanggungiawaban Kspala Dasrah;

12. Feraturan Pemerintah Norn*r 3g rahun ?s01 teiltang pcnyelengg,uaafl

Dekonsenkasi;

13. Feraturan llaerah Kabupaten pati Nomor L? Tahun ?CI#r t*ntang
Renea:ea strategik Daerah Kabupaten Fati Tahun z0si-?006.

h.{emperhatikan : Surat Edaran Bersama ( SEB ) Menferi }degara perensanaan Fcrnb*ngunan
Na*ional I Kepala BAPPENAS dan Menteri rlalarn N*geri N*mar
0295,1b{.PPN/l/?ii$5 dan N*rncr {i5tvt66isJ perirral pet*njuk T'cknis
Pcnyelenggaraan hiftigre*bang ?0*i.

MEMUTUSKAN:

$denetapkan : FERATURAFc- BLIFATI PATI TENTANG RnNcAtriA KERJA
PHMEI{TF{TAr{ I}ASAAH {RI{FS} KAB{.]FATEN PATI TA}lLrN 2SS6.

Fasal 1

Rcn*ana Kerja F+'orerini,ah rlaerah {RKF$} Kabupaten Fati Tahri* ?s*6
nte.rupalea:r landasan d*n Fedaman FenlTrsrinefl Rancangan Anggaran
Fs*dapatan dan Betanja Daerah iRAFBD) Kabupafen p*ti dan se[:ag*i
landasan opere*ional begi satuan Kerje perangkat Daerah {sKpD} untuk
rne{r}'!r'qun Reneana Kerja dan Anggaran {RL{i rahun 2006.



Fasa! ?

$istemarika Rencana Kerja Pe.rnoriafah Daorah GKFD) Kabupate*

Tahun 2005.
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Pen$ahuluan

Raneangan Kerangka Ekoncmi Daerah

Frioritas Pembangunan Daerah

F.ene-ana Kerja dan Fendanaan

Ringkaran Fendanaan

Fer*rt*p

Fasal3

Reneana Ke{a Pemerintah Daerah (RKPDi Kabupaten Pati Tahun 20S6

berikut matriknya sebagafunana tercantuin dalam Larnpiran I, L.arnpiran iI
dan Lampiran III merupakan bagian 3'ang iidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati Pati ini.

Pasal4

Rencana Kerja }iemerintah Daerah GKFni Kabupaten Fati ?ahun 20i)d

merupakan penjabaran dari Rencana Sfrategile Daerah {R*nstrada}

Kabupaten Fati Tahrin 2S01-2006.

Pasal 5

R+c-rcana Kerja Fem*rinteh Daerah {RiiPn} Kabupaten Pati Tahun 2006

r*erupakan REnuna Kerja Fernerintsli Daerah Tah*nan Kabupat*n Fati

yang ffisrnuat R.aneangan Kerangka Ekonorni Daerah, Frioritas

Pembangunan Daerah, R"encana i<-erja dan Fendanaalurya, sebagai Pedcrnan

dalarn m6nlu$un Ren*,ana Anggaran Peitdapatan dan Belanja Daernlt

{R,4PBI)) Kabupaten Pati Tahun 2006.

Fasal 6

Fetraksanaan iebih lanjut Rencana Ke{a Pernerintak Daerah qX"AfE::}

Kabupaten Pati Tahun 2006 dituangkan dalarn Anggaran Fendapatan dan

Belaqi* Daerah Kabupaten Pati Tahun 2tiil6, dan diusulkan oJalam Anggaran

Pendapatan daa Belanja Daerah Provinsi Tah$n 2G*? serfa Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (,{PBN} Taltun ?S07.
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Pasal ?

Peraturan Bupati Pati ini nrulai berlaku pada tanggal dfurndangkan"

Agar setiap orang rcengetahuinya, memerinkhkan Pengundangan Ferafuran

Bupati ini dengan penempatamya dalam Berita Daerah Kabupaten Fati

Ditetapkan di Fati
pacla tanggal : I Septembes 2005

BTIFATI FATI

Diundanghan di Pxr
padatanggal: g Septembex 200$

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

b{ERDITOMCI

BERITA DAEE"A}I KABUPATEN PATI TAF{LIN ?OO5 NOI\,{OR 17

Felaksana Tugas
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BAB VI

PENUTUP

Sebagaimana amanah dan ketentuan pasal 21 ayat 4 Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini disusun berdasarkan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang telah

dibahas dalam forum SKPD.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini merupakan kerangka

pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

program dan prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja serta pendanaan

yang bersifat indikatif.

Rencana kerja dalam dokumen ini realisasinya mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya akan didanai

dad APBD Kabupaten juga diusulkan pula untuk didanai dari APBD Provinsi dan

APBN dalam bentuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati

tahun 2006 ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan sebagai landasan operasional

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran(RKA) tahun 2006, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dan SKPD termasuk didalamnya masyarakat

berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2006 sebaik-baiknya;

2. Bagi Pemerintah Daerah, RKPD tahun 2000 merupakan acuan dan

pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka

regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2006;

3. Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kabupaten Pati

dengan mendapatkan masukan dari lRenja SKPD yang merupakan artikulasi

dari hasil ldentifikasi Kebutuhan Masyarakat (lKM) dan dirumuskan dalam

matrik rencana tindak untuk setiap bidang pembangunan menjadi dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);



4. Bagi masyarakat luas dapat berperan serta dalam pembangunan yang

direncanakan melalui program-program pembangunan dan mengawasi

pelaksanaan kebijakan serta kegiatan dalam program/kegiatan

pembangunan

Terwujudnya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen

Rencana Strategi Daerah Kabupaten Pati tahun 2001 - 2006 belum cukup jika

hanya diupayakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tetapi

Bupati dan Perangkat Daerah beserta DPRD sebagai penyelenggara

pemerintahan secara bersama-sama dapat merealisasikan program/kegiatan

yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Pati tahun 2006. Disamping itu keberhasilan pelaksanaan RKPD

tahun 2006 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan

semua pihak, sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang

ada, meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan

masyarakat.
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